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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat
umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya sgjauh pembuatan akta otentik tertentu tidak
dikhususkan bagi pejabat umum lain, maka yang berwenang membuatnya adalah notaris sebagai pejabat
umum. Pembuatan akta otentik diharuskan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa bagi para pihak akta otentik memberikan bukti yang sempurna
tentang apa yang dimuat didalamnya. Koperasi merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang
bertujuan memajukan kesejahteraan anggota-anggotanya dan seluruh masyarakat pada umumnya, sertaikut
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar koperasi dapat melaksanakan fungsi
dan peranannya secara efektif, serta menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukannya,
koperasi memerlukan landasan hukum yang kuat, yaitu dengan membuat akta-akta koperasi dalam bentuk
akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum.

Tesisini membahas mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta-akta
koperasi serta mengapa diperlukan pembekalan dan pengangkatan notaris untuk membuat akta-akta
koperasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Notaris
sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk didalamnya akta-akta
koperasi, dimana undang-undang tidak mengecualikannya. Pembekalan mengenai koperasi diperlukan
karena masih banyak notaris yang kurang memahami mengenai koperasi yang memiliki karakteristik
berbeda bila dibandingkan dengan badan hukum lain. Namun pembekalan ini tidak boleh membatasi
ataupun menghilangkan kewenangan notaris selaku pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat
akta otentik. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang koperasi sehingga memuat
ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam membuat akta-akta
koperasi.

Law Number 30/2004 on Public Notary said that notary is a public officer with authorities to make authentic
deeds. It means that if certain authentic deeds are not specially empowered to the other public officers, the
authority will be on the notary as a public officer. An authentic deed is required for the parties and othersto
avoid uncertainty, regularity and law protection. Indonesian Civil Code said, an authentic deed giving afull
evidence of its contents for the parties. Cooperation is a corporate body and a public economic movement
that will increase its member?s prosperity and public in general, and to develop national economic system to
reach a prosperous society in justice according to Pancasilaand 1945 Constitution. To do its function
effectively, and its activities protected by the law, the cooperation needs an authentic deeds which is made
by or before the notary as a public officer.
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Thisthesis reviews the authority of anotary as a public officer in order to make cooperation deeds. And why
anotary should be enhanced and elected to be able to appoint to make cooperation deeds. This thesis used
literatures examination which describes normatively yuridis. Notary as a public officer having the authority
to make authentic deeds, including cooperation deeds, that is not expected by law. Enhancement about
cooperation still needs because most notaries did not have enough knowledge about cooperation that has so
many different characteristic, compare with the other corporate bodies. But this enhancement should not
border or losing notary authority as the only one public officer that has an authority to make authentic deeds.
The government needs to change the cooperation law so it denotes rules about notary authority as a public
officer in making cooperation deeds.



